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Abstrak 

Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki kontribusi signifikan 

terhadap perekonomian daerah, namun masih menghadapi kendala 

terkait perlindungan hukum merek usaha. Legalitas merek penting 

tidak hanya sebagai identitas dagang, tetapi juga sebagai instrumen 

untuk meningkatkan daya saing, kepercayaan konsumen, dan 

keberlanjutan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

peran Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

(Disperindag) Kabupaten Sidoarjo dalam memfasilitasi dan 

mengelola administrasi pendaftaran merek usaha bagi wirausahawan 

IKM. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data 

dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi 

dokumentasi, dengan validasi menggunakan teknik triangulasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Disperindag berperan melalui 

kegiatan penyuluhan teknis, pengecekan nama merek, 

pendampingan proses pengajuan ke DJKI, serta pencetakan dan 

penyerahan sertifikat merek. Meskipun memberikan manfaat 

signifikan, implementasi program masih menghadapi hambatan 

berupa keterbatasan kuota fasilitasi, minimnya sumber daya 

manusia, serta rendahnya kesadaran pelaku IKM terhadap 

pentingnya pendaftaran merek. Penelitian ini menegaskan 

pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, perluasan kuota, 

digitalisasi layanan, dan peningkatan edukasi hukum bagi pelaku 

IKM. Implikasi hasil studi ini dapat menjadi masukan strategis bagi 

pemerintah daerah dalam penyempurnaan kebijakan fasilitasi 

legalitas usaha untuk mendukung pencapaian SDGs, khususnya 

tujuan 8 dan 9. 

Abstract 

Small and Medium Industries (SMIs) contribute significantly to 

regional economic growth, yet they still face challenges related to 

legal protection of business brands. Brand legality is essential not 

only as a trade identity but also as a strategic instrument to enhance 

competitiveness, consumer trust, and business sustainability. This 

study aims to analyze the role of the Industrial Sector of the 

Department of Industry and Trade (Disperindag) of Sidoarjo 

Regency in facilitating and administering business brand registration 

for SMI entrepreneurs. Employing a descriptive qualitative 

approach, data were collected through in-depth interviews, 

observations, and documentation studies, with validation conducted 

using triangulation techniques. The findings reveal that Disperindag 
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plays a crucial role through technical counseling, brand name 

checking, assistance in submitting applications to the Directorate 

General of Intellectual Property (DGIP), as well as printing and 

distributing brand certificates. Despite these benefits, the 

implementation still faces obstacles such as limited facilitation 

quotas, lack of human resources, and low awareness among 

entrepreneurs regarding the importance of brand registration. This 

study highlights the need for strengthening institutional capacity, 

expanding quotas, digitalizing services, and increasing legal 

awareness among SMIs. The implications of this research provide 

strategic insights for local governments in improving brand legality 

facilitation policies to support the achievement of the SDGs, 

particularly goals 8 and 9. 

Kutipan: Angelen, N. D., Yulianto, M. R., & Pramitasari, D. D. (2025). The Role of the Industrial Sector of the Department 

of Industry and Trade in Facilitating the Administrative Process of Business Brand Registration for MSME Entrepreneurs 

in Sidoarjo. Synergy: Journal of Governance and Public Policy (SJGP), 1(1), 12–19. 

1.   Pendahuluan 

Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Indonesia memegang peranan penting dalam 

perekonomian nasional, terutama sebagai penyerap tenaga kerja dan penggerak ekonomi daerah. 

Data Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa IKM menyumbang lebih dari 60% terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB) dan mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja (Nashir et al., 

2025). IKM di Kabupaten Sidoarjo memiliki peran vital dalam menopang perekonomian daerah, 

terutama sebagai penyerap tenaga kerja dan penggerak aktivitas produksi lokal. Berdasarkan data 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, jumlah IKM terus bertumbuh seiring 

meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk lokal yang berdaya saing. Namun, masih 

banyak pelaku IKM yang menghadapi kendala pada aspek legalitas merek usaha, padahal merek 

merupakan identitas penting untuk melindungi produk dari pemalsuan sekaligus meningkatkan 

kepercayaan konsumen. Fenomena ini menuntut perhatian serius pemerintah daerah untuk 

memperkuat daya saing IKM melalui fasilitasi pendaftaran merek yang lebih efektif. 

Pada tahun 2024, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sidoarjo 

membuka kuota fasilitas pendaftaran merek gratis sebanyak 70 merek bagi pelaku IKM lokal melalui 

periode April–Juni tahun 2024 (Firdausi, 2024). Mekanisme pendaftaran dilakukan secara daring 

(online), dengan seleksi berlangsung sepanjang tahun hingga kuota terpenuhi, serta pengumuman 

peserta terpilih dilaksanakan triwulanan. Walaupun jumlah pastinya yang berhasil didaftarkan belum 

secara eksplisit diumumkan dalam sumber yang tersedia, kebijakan pemberian kuota inisiasi ini 

mencerminkan komitmen Disperindag Sidoarjo untuk mendorong pelindungan merek bagi IKM. 

Dengan menawarkan fasilitasi tanpa biaya dan memprioritaskan pelaku yang telah aktif 

memproduksi selama minimal dua tahun, kebijakan ini diproyeksikan dapat meningkatkan legalitas 

usaha serta memperkuat daya saing produk lokal melalui pendaftaran hak kekayaan intelektual. 

Inisiatif ini juga menunjukkan perubahan terhadap pendekatan sebelumnya. Melalui seleksi secara 

online, pembatasan kuota dan pengumuman secara periodik ini tidak hanya meningkatkan 

aksesibilitas bagi pelaku IKM, tetapi juga mencerminkan efisiensi dan transparansi dalam proses 

administratif pendaftaran merek melalui Disperindag Sidoarjo. 

Beberapa penelitian lebih banyak menyorot terkait pelatihan kewirausahaan dan pembinaan 

umum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tetapi masih minim yang mengeksplorasi 

fungsi fasilitatif dinas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek usaha, padahal 

perlindungan merek merupakan bagian dari upaya peningkatan daya saing dan kepastian hukum bagi 

IKM. Studi oleh (Fatmawati & Aminah, 2023) yang berjudul Perlindungan Hukum Atas Merek Bagi 

Pelaku UMKM di Indonesia, menunjukkan rendahnya kesadaran pendaftaran merek dan perlunya 

fasilitasi dari pemerintah daerah untuk menurunkan hambatan tersebut. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan studi yang lebih fokus pada fungsi pelayanan publik dalam konteks perlindungan merek 

usaha IKM. 

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat dipahami bahwa persoalan utama yang dihadapi oleh 

pelaku IKM di Kabupaten Sidoarjo tidak hanya terletak pada pengembangan produk, tetapi juga pada 
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aspek legalitas merek yang masih kurang mendapat perhatian. Padahal, keberadaan merek terdaftar 

memiliki peran penting sebagai identitas dagang, perlindungan hukum, serta sarana untuk 

meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar. Inisiatif Disperindag Sidoarjo 

melalui program fasilitasi pendaftaran merek gratis pada tahun 2024 menunjukkan adanya komitmen 

pemerintah daerah dalam membantu pelaku usaha memperoleh legalitas. Namun demikian, 

efektivitas implementasi program, hambatan teknis maupun administratif, serta dampaknya bagi 

wirausahawan IKM masih perlu dikaji secara lebih mendalam. 

Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk menganalisis peran Disperindag Kabupaten 

Sidoarjo dalam memfasilitasi proses administrasi pendaftaran merek usaha bagi wirausahawan IKM. 

Rumusan masalah yang diajukan adalah: Bagaimana peran Disperindag dalam memberikan fasilitasi 

dan pendampingan administratif pendaftaran merek usaha? dan hambatan apa saja yang dihadapi 

dalam proses pelaksanaannya? Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran komprehensif 

mengenai fungsi fasilitatif Disperindag, sekaligus menawarkan rekomendasi perbaikan kebijakan 

agar perlindungan merek IKM dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung daya saing daerah. 

Selain itu, penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) serta 

Tujuan 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), karena mendorong penguatan daya saing IKM melalui 

legalitas usaha yang sah, inovatif, dan berkelanjutan. 

2.   Metode  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini 

dipilih karena sesuai untuk menggali secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di lingkungan 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, khususnya pada Bidang Perindustrian, 

terkait dengan peran institusi dalam memfasilitasi proses administrasi pendaftaran merek usaha bagi 

wirausahawan IKM. Menurut (Sugiyono, 2013) penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk 

memahami makna yang terdapat di balik peristiwa, interaksi, dan kondisi sosial dengan 

menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Subjek penelitian ini 

adalah aparat dan staf Bidang Perindustrian Disperindag yang terlibat langsung dalam fasilitasi 

pendaftaran merek, sedangkan objek penelitian adalah proses administrasi pendaftaran merek usaha 

yang difasilitasi oleh dinas. Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu 

pemilihan secara sengaja berdasarkan pertimbangan relevansi dengan tujuan penelitian 

(Abdussamad, 2021). Informan meliputi pejabat bidang perindustrian, staf administrasi, serta pelaku 

IKM penerima layanan fasilitasi merek. 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi 

non-partisipatif yang dilaksanakan pada bulan Juli 2025. Wawancara digunakan untuk memperoleh 

informasi mengenai kebijakan, mekanisme, serta hambatan fasilitasi pendaftaran merek, sementara 

observasi dilakukan untuk mengamati langsung praktik fasilitasi di kantor Disperindag. Selain itu, 

studi dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data melalui dokumen administratif, arsip laporan 

kegiatan, dan daftar penerima layanan. Analisis data dilakukan secara interaktif dengan tahapan 

reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi 

sumber dan teknik agar hasil penelitian memiliki validitas yang kuat (Sugiyono, 2013). Dengan 

metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai peran 

Disperindag dalam memfasilitasi legalitas merek usaha IKM di Kabupaten Sidoarjo.  

3.   Hasil dan Pembahasan 

3.1 Peran Pemerintah Daerah dalam Legalitas Usaha  

Pemerintah daerah memiliki kewenangan strategis dalam mendukung pelaku Industri Kecil dan 

Menengah, khususnya melalui fasilitasi pendaftaran merek. Legalitas merek tidak hanya berfungsi 

sebagai identitas dagang, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hukum yang dapat 

meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperkuat daya saing produk di pasar. Peran 

Disperindag Kabupaten Sidoarjo dalam memfasilitasi pendaftaran merek usaha mencerminkan 

bentuk nyata pelayanan publik, sekaligus implementasi kebijakan perlindungan kekayaan intelektual 

di tingkat daerah. Banyak pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami urgensi perlindungan 

merek, baik karena keterbatasan informasi maupun anggapan bahwa proses pendaftaran bersifat 
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rumit dan mahal. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi aktif pemerintah daerah dalam 

menyediakan akses informasi, sosialisasi, dan pendampingan teknis yang mudah dijangkau oleh 

pelaku usaha. Menurut (Fatmawati & Aminah, 2023), rendahnya tingkat kesadaran UMKM dalam 

mendaftarkan merek berkaitan erat dengan minimnya fasilitasi yang diberikan pemerintah, sehingga 

dibutuhkan peran dinas terkait untuk menurunkan hambatan tersebut. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan temuan (Putri et al., 2025) yang menegaskan bahwa digitalisasi layanan publik mampu 

mempercepat proses legalitas usaha sekaligus meningkatkan partisipasi pelaku UMKM di wilayah 

yang sulit dijangkau. Dengan demikian, fasilitasi yang dilakukan Disperindag Sidoarjo, mulai dari 

sosialisasi, pengecekan nama merek, pendampingan proses pengajuan ke Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual (DJKI), hingga penyerahan sertifikat merek, menjadi langkah penting untuk 

mendorong kepatuhan hukum sekaligus memperluas peluang pasar IKM. Namun, efektivitas 

program ini masih dipengaruhi oleh keterbatasan kuota, sumber daya manusia, serta rendahnya 

kesadaran hukum pelaku usaha. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan 

strategi komunikasi publik menjadi hal mendesak agar fasilitasi legalitas merek dapat berkontribusi 

lebih optimal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 

 

3.2 Legalitas Merek dan Daya Saing IKM 

Legalitas merek merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat fondasi hukum dan 

keberlanjutan usaha, terutama bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah. Dengan merek yang 

terdaftar secara resmi, pelaku usaha memperoleh hak eksklusif atas identitas dagangnya, baik berupa 

nama, logo, maupun simbol tertentu (Yulianto & Imawati, 2025). Hak ini tidak hanya memberikan 

perlindungan dari tindakan pemalsuan atau peniruan, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan citra 

positif produk di mata konsumen. Menurut (Bafadhal et al., 2024) perlindungan merek berperan 

signifikan dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah, karena merek yang sah mampu 

memperkuat nilai tambah produk serta meminimalkan risiko sengketa hukum. Lebih jauh, legalitas 

merek menjadi prasyarat administratif yang penting untuk mengakses pasar modern, platform e-

commerce, maupun program bantuan pemerintah. Produk tanpa merek terdaftar sering kali 

mengalami kesulitan menembus pasar ritel modern atau mengikuti pameran berskala nasional dan 

internasional (Paramitha et al., 2025). Hasil penelitian (Siregar et al., 2022) menegaskan bahwa 

perlindungan hukum atas merek merupakan faktor kunci dalam membuka peluang kerja sama bisnis, 

mendapatkan akses pembiayaan, serta memperluas jaringan distribusi. Dengan demikian, legalitas 

merek bukan hanya sekadar aspek formal, tetapi juga investasi strategis untuk meningkatkan daya 

saing jangka panjang. Dalam konteks persaingan global dan digitalisasi ekonomi, legalitas merek 

semakin relevan karena konsumen cenderung memilih produk yang memiliki legitimasi hukum dan 

jaminan kualitas. Disperindag Sidoarjo, melalui fasilitasi pendaftaran merek, berperan krusial dalam 

membantu IKM memperoleh pengakuan hukum tersebut. Peran ini tidak hanya mendukung 

perlindungan aset usaha, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang 

berorientasi pada penguatan UMKM. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan aksesibilitas 

terhadap pendaftaran merek harus terus diperluas agar pelaku IKM dapat lebih siap menghadapi 

dinamika pasar terbuka. 

 

3.3 Peran Disperindag dalam Fasilitasi Pendaftaran Merek 

Peran Disperindag Kabupaten Sidoarjo, khususnya Bidang Perindustrian, sangat signifikan dalam 

mendukung pelaku IKM memperoleh legalitas merek secara resmi. Fasilitasi yang diberikan bukan 

hanya sebatas prosedur administratif, melainkan merupakan bagian dari pelayanan publik yang 

berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan daya saing usaha. Bentuk fasilitasi tersebut 

mencakup penyediaan informasi mengenai pentingnya perlindungan merek, bimbingan teknis terkait 

mekanisme pendaftaran, serta pendampingan administratif dalam proses pengajuan ke DJKI. 

Pendampingan ini memiliki dua dampak utama. Pertama, mempercepat proses legalisasi merek 

karena pelaku usaha memperoleh arahan yang jelas mengenai syarat dan prosedur pendaftaran. 

Kedua, meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman strategis pelaku IKM mengenai manfaat 

jangka panjang dari perlindungan merek. Hal ini sejalan dengan penelitian (Mayasari et al., 2024) 

yang menegaskan bahwa edukasi hukum melalui pendampingan intensif mendorong peningkatan 

minat UMKM dalam mendaftarkan merek. Demikian pula, studi oleh (Putra Dianata et al., 2022) 
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menunjukkan bahwa keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam setiap tahapan pendaftaran 

berdampak signifikan pada percepatan legalitas serta bertambahnya jumlah merek yang berhasil 

didaftarkan. Selain itu, kehadiran Disperindag sebagai fasilitator juga berfungsi mengurangi 

hambatan struktural yang dihadapi pelaku IKM, seperti keterbatasan pemahaman digital atau 

kesulitan memenuhi persyaratan administratif. Dengan demikian, peran Disperindag tidak hanya 

sekadar pelengkap prosedur hukum, tetapi menjadi katalisator bagi terciptanya ekosistem usaha yang 

lebih kompetitif dan berdaya saing. 

 

3.4 Proses Fasilitasi Pendaftaran Merek 

Proses fasilitasi pendaftaran merek oleh Bidang Perindustrian Disperindag Kabupaten Sidoarjo 

dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan yang dirancang untuk memudahkan pelaku 

IKM. Tahap awal berupa penyuluhan teknis yang dilaksanakan baik secara tatap muka maupun 

melalui media digital. Sosialisasi ini memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman 

pelaku IKM mengenai urgensi pendaftaran merek serta prosedur yang harus ditempuh. Menurut 

(Dewi et al., 2022) keberhasilan program sosialisasi terkait pendaftaran merek ditentukan oleh 

intensitas edukasi hukum yang diberikan pemerintah daerah kepada pelaku UMKM. Setelah 

memperoleh pemahaman dasar, pelaku usaha diarahkan pada tahap pengecekan nama merek untuk 

memastikan tidak ada kesamaan dengan merek lain yang telah terdaftar di DJKI. Proses verifikasi 

awal ini penting karena dapat meminimalisasi risiko penolakan permohonan. Dengan demikian, 

fungsi fasilitasi Disperindag tidak hanya informatif, tetapi juga preventif dalam melindungi pelaku 

usaha dari kesalahan prosedural yang berpotensi merugikan mereka. 

Tahap selanjutnya menunjukkan bentuk pendampingan teknis yang lebih intensif. Staf 

Disperindag membantu pelaku IKM dalam pengisian formulir, pembuatan akun di sistem DJKI, 

hingga pengunggahan dokumen persyaratan. Proses ini memastikan bahwa seluruh dokumen yang 

diajukan sesuai dengan standar legalitas yang berlaku. Apabila pengajuan disetujui, Disperindag 

melanjutkan ke tahap pencetakan dan penyerahan sertifikat merek kepada pelaku IKM. Sertifikat ini 

berfungsi sebagai bukti sah hak eksklusif atas merek usaha. Tidak hanya berhenti di situ, tahap akhir 

berupa pendataan penerima layanan menjadi bagian penting dalam monitoring dan evaluasi program 

fasilitasi. Temuan penelitian (Putri et al., 2025) menegaskan bahwa pencatatan dan evaluasi pasca-

fasilitasi memungkinkan pemerintah daerah menilai efektivitas kebijakan sekaligus melakukan 

perbaikan berkelanjutan. Dengan mekanisme ini, Disperindag Sidoarjo tidak hanya berperan sebagai 

penyedia layanan administratif, tetapi juga sebagai lembaga yang mendorong terciptanya ekosistem 

usaha yang lebih kompetitif dan berdaya saing. 

 

3.5 Hambatan dalam Proses Pelaksanaan 

Hambatan pertama yang dihadapi dalam fasilitasi pendaftaran merek di Kabupaten Sidoarjo 

adalah keterbatasan kuota yang disediakan setiap tahun. Penetapan kuota ini sangat bergantung pada 

alokasi anggaran daerah, sehingga tidak semua pelaku IKM dapat difasilitasi pada periode yang 

sama. Kondisi ini menimbulkan masalah lanjutan, di mana sebagian pelaku usaha harus menunggu 

hingga periode berikutnya untuk memperoleh perlindungan merek. Penundaan tersebut berpotensi 

merugikan, terutama bagi pelaku usaha yang sedang berada pada fase pengembangan pasar atau 

menghadapi risiko peniruan produk. Hal ini sesuai dengan temuan (Nugraheni et al., 2020) yang 

menegaskan bahwa keterbatasan anggaran pemerintah daerah menjadi faktor pembatas dalam upaya 

pemberdayaan UMKM, termasuk dalam aspek legalitas usaha. Dengan demikian, strategi 

peningkatan alokasi dana dan kolaborasi dengan sektor swasta menjadi alternatif yang perlu 

dipertimbangkan untuk memperluas cakupan fasilitasi merek di Sidoarjo. 

Hambatan kedua yang muncul adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pada Bidang 

Perindustrian Disperindag. Jumlah staf yang terbatas tidak sebanding dengan tingginya permintaan 

layanan, terutama pada periode pembukaan pendaftaran. Kondisi ini mengakibatkan beban kerja 

yang tinggi dan durasi pendampingan yang relatif singkat bagi setiap pelaku IKM. Akibatnya, banyak 

pelaku usaha tidak memperoleh penjelasan secara komprehensif mengenai prosedur maupun manfaat 

perlindungan merek. Penelitian (Rahmawati & Samsudin, 2025) menunjukkan bahwa kualitas 

pendampingan teknis sangat ditentukan oleh kapasitas SDM yang tersedia, sehingga perlu ada upaya 

penguatan kompetensi melalui pelatihan khusus dan penambahan tenaga pendukung. Oleh karena 
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itu, optimalisasi SDM tidak hanya akan meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga mempercepat 

proses legalisasi merek secara menyeluruh. 

Hambatan ketiga adalah rendahnya kesadaran pelaku IKM mengenai pentingnya pendaftaran 

merek. Banyak pelaku usaha yang masih menganggap pendaftaran merek sebagai proses yang rumit 

dan tidak memberikan dampak langsung terhadap peningkatan penjualan. Rendahnya tingkat 

kesadaran ini membuat program sosialisasi harus dilakukan berulang kali dengan pendekatan yang 

lebih persuasif. Hasil penelitian (Hasri et al., 2024) menegaskan bahwa kurangnya pemahaman 

hukum di kalangan pelaku UMKM menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam pelaksanaan 

perlindungan merek. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi publik yang lebih efektif, 

misalnya melalui pemanfaatan media sosial, komunitas usaha, dan program pelatihan terpadu. 

Kombinasi hambatan berupa kuota terbatas, keterbatasan SDM, serta rendahnya kesadaran hukum 

menunjukkan bahwa tantangan fasilitasi merek di Sidoarjo tidak hanya bersifat teknis administratif, 

melainkan juga menyangkut aspek kelembagaan dan edukasi hukum. Tanpa intervensi yang 

komprehensif, potensi perlindungan merek bagi pelaku IKM belum dapat dimanfaatkan secara 

optimal. 

 

3.6 Strategi Penguatan Peran Disperindag Kabupaten Sidoarjo 

Berdasarkan beberapa hambatan yang ditemukan dalam proses pelaksanaan layanan dalam 

memfasilitasi pendaftaran merek, diperlukan strategi yang relevan untuk memperkuat peran 

Disperindag Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan kualitas layanan kepada wirausahawan IKM. 

Strategi ini dapat disusun dalam empat aspek utama, yaitu pendanaan, sumber daya manusia, 

digitalisasi layanan, serta edukasi hukum dan kesadaran publik sebagai berikut: 

1. Pertama, aspek pendanaan. Keterbatasan kuota fasilitasi akibat minimnya anggaran dapat 

diatasi melalui peningkatan alokasi dana daerah serta menjalin kerja sama dengan pihak 

swasta, lembaga keuangan, maupun program CSR. Kolaborasi ini memungkinkan cakupan 

penerima layanan diperluas, sehingga lebih banyak pelaku IKM dapat memperoleh 

perlindungan merek. 

2. Kedua, aspek penguatan sumber daya manusia (SDM). Disperindag perlu melakukan 

pelatihan intensif bagi staf pendamping agar memiliki kompetensi teknis yang lebih baik 

dalam pendaftaran merek, termasuk penggunaan sistem digital DJKI. Penambahan tenaga 

pendukung juga penting untuk mengurangi beban kerja yang tinggi pada periode 

pendaftaran. 

3. Ketiga, aspek digitalisasi layanan. Pengembangan sistem pelayanan terpadu berbasis 

teknologi informasi dapat mempercepat proses administrasi, mempermudah pemantauan 

status permohonan, dan meningkatkan transparansi. Digitalisasi juga relevan dengan tren 

transformasi pelayanan publik yang ditekankan dalam penelitian (Putri et al., 2025). 

4. Keempat, aspek edukasi hukum dan peningkatan kesadaran publik. Disperindag perlu 

memperluas sosialisasi melalui media sosial, forum komunitas, dan pelatihan terpadu, agar 

pelaku IKM memahami bahwa merek merupakan aset strategis yang meningkatkan nilai 

tambah produk. Strategi komunikasi publik yang persuasif sangat penting untuk mengubah 

persepsi pelaku usaha terhadap pentingnya pendaftaran merek (Hasri et al., 2024). 

Dengan penerapan keempat strategi tersebut secara simultan, Disperindag Kabupaten Sidoarjo 

dapat memperkuat perannya tidak hanya sebagai penyedia layanan administratif, tetapi juga sebagai 

motor penggerak peningkatan daya saing IKM di era globalisasi dan digitalisasi ekonomi. 

4.   Kesimpulan 

Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa peran Bidang Perindustrian Disperindag Kabupaten 

Sidoarjo sangat penting dalam memfasilitasi pendaftaran merek usaha bagi wirausahawan IKM. 

Melalui kegiatan penyuluhan teknis, pengecekan nama merek, pendampingan administratif, hingga 

penyerahan sertifikat, Disperindag berfungsi sebagai katalisator bagi pelaku IKM untuk memperoleh 

perlindungan hukum yang sah. Legalitas merek tidak hanya melindungi identitas usaha dari risiko 

pemalsuan, tetapi juga memperkuat daya saing, meningkatkan kredibilitas produk, dan membuka 

akses pasar yang lebih luas, baik pada level lokal maupun nasional. Meskipun demikian, 

implementasi fasilitasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kuota, keterbatasan sumber 



 

 

18 

 

Angelen, Yulianto, Pramitasari: The Role of the Industrial Sector of the Department of Industry…………….. 

 

 

 

daya manusia, serta rendahnya kesadaran pelaku IKM mengenai pentingnya pendaftaran merek. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya fasilitasi tidak sekadar persoalan administratif, tetapi juga 

menyangkut aspek kelembagaan, pendanaan, dan edukasi hukum. 

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bahwa penguatan kapasitas kelembagaan, 

perluasan kuota, penerapan digitalisasi layanan, serta strategi komunikasi publik yang lebih efektif 

menjadi strategi utama untuk meningkatkan kualitas layanan Disperindag. Secara teoretis, hasil 

penelitian ini memperkaya kajian mengenai peran pemerintah daerah dalam mendukung 

perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, khususnya merek, yang berhubungan langsung 

dengan peningkatan daya saing IKM. Ke depan, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas 

fokus dengan mengkaji efektivitas kebijakan fasilitasi merek di berbagai daerah lain di Indonesia, 

serta mengintegrasikan analisis kuantitatif untuk menilai dampak perlindungan merek terhadap 

kinerja ekonomi IKM secara lebih terukur.  
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